GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

JADWAL RETEN 31 ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

DIAN NON KEPEGAWAIAN

DENGAN IRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk
pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan
secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib
pelaks maan penyusutan arsip dalam rangka
penyelumatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas
kineij instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban
daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggi~ra perlu diatur jadwal retensi arsip;

bahwa Dberdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan
Pemer ntah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang;-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip;
bahwg berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara
tentan Jadwal Retensi Arsip  Fasilitatif Non
Keuangan dan Non Kepegawaian.

Pasal L8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undar g-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penet pan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undarg Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daera;i Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulaw isi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomoi 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daera Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah
Tingkct | Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembcran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);



3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsi Dan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5071);

4. Undanlg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemer ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indone sia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentani Cipta Keija (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peratuiran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negarc Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagairmana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pemb=a4han atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 TaWun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI
ARSIP  FASILITATIF  NON KEUANGAN DAN  NON
KEPEGAW AIAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disebut JRA adalah daftar
yang berisi sekurang-kitrangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi,
jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan
suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau
dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan
penyelamatan arsip;



10.

11.

Jadwal Retensi Arsiij) Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non
Kepegawaian adalah daftar yang berisi jenis arsip fasilitatif non
keuangan dan non ktpegawaian beserta jangka waktu penyimpanannya
sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman
penyusutan arsip fasilitatif perencanaan, hukum, organisasi dan
ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan,
hubungan masyarakat, penelitian, pengkajian dan pengembangan,
pendidikan dan pektihan, perpustakaan, teknologi informasi dan
komunikasi, dan pengiwasan;

Arsip adalah rekamar Kkegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai gengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibu t dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan
daerah, lembaga pehdidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian adalah arsip
yang berkaitan dengar bidang non keuangan/fiskal dan non kepegawaian
yang meliputi perencanaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan,
kearsipan, ketatusahaan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat,
penelitian, pengkajiar dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan,
perpustakaan, teknolo *i informasi dan komunikasi, dan pengawasan;
Penyusutan Arsip adilah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan
cara pemindahan arjip inaktif dari unit pengolah ke unit
kearsipan, pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna sesuai
ketentuan peraturan terundang-undangan, dan penyerahan arsip statis
kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;

Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada
kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip;

Nilai Guna Primer acalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan
arsip bagi kepentingar Arsip Nasional Republik Indonesia;

Nilai Guna Sekundir adalah nilai arsip yang didasarkan pada
kegunaan arsip kepentingan lembaga/instansi lain dan atau
kepentingan umum di luar Arsip Nasional Republik Indonesia dan
digunakan sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban
nasional;

Jenis Arsip adalah “rsip atau dokumen yang ditata sesuai dengan
sistem pemberkasan atau dikelola oleh suatu unit, sebagai hasil dari
suatu akumulasi yarg sama atau proses pemberkasan, atau aktivitas
yang sama, memiliki »uatu bentuk khusus, atau karena beberapa kaitan
lain, yang timbul karena penciptaan, penerimaan, atau penggunaannya,
Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib
dilakukan terhadap suatu jenis arsip;

Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada
Unit Pengolah;
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Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada
Unit Kearsipan/Pusat "rsip;

Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa
jenis arsip dapat dimujnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah
habis dan tidak memilild nilai guna lagi;

Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa
suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen,
wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia  sebagai
bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup kewenangan masing-
masing;

Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan
bahwa suatu jenis ars p belum dapat ditentukan rekomendasi akhirnya
apakah dimusnahkan atau dipermanenkan, sehingga perlu dilakukan
penilaian dan pengkajian kembali.

BABII
ADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 2

Jadwal Retensi  Aisip  Fasilitatif Non  Keuangan dan Non
Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara digunakan sebagai pedoman
dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip Fasilitatif Non
Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara.

Jadwal Retensi  Aitsip Fasilitatif Non  Keuangan dan Non
Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara memuat jenis arsip, retensi, dan
keterangan.

Ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan
dan Non Kepegawaiaji Provinsi Sulawesi Tenggara tercantum dalam
Lampiran yang merupekan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Retensi arsip untuk arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non
Kepegawaian Provins) Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2 ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif,
Dalam menentukan retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan
kriteria sebagai berikpt:

a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk
kepentingan perljanggungjawaban di unit pengolah; dan
b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk

kepentingan uni:keija terkait dan kepentingan lembaga.



(B) Retensi Aktif dihitiing sejak arsip diciptakan dan diregistrasi
hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses,
(4) Retensi Inaktif dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya.

Pasal 4

(1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai
kembali, atau diperma”ienkan.

(2) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang
penetapan suatu jems arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan
dipermanenkan ditetap kan berdasarkan pertimbangan:

a. keterangan musnalli ditentukan apabila pada masa akhir retensi
arsip tersebut tidak memiliki nilai guna;

b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki
nilai guna kesejarabian; dan

c. keterangan dinilai  kembali ditentukan pada arsip yang
dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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